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ABSTRAK       :  bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 
sesuai dengan asumsi kebijakan umu APBK, keadaan 

yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, 
antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya 

harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 
anggaran berjalan, maka perludilakukan Perubahan APBK 

Tahun Anggaran 2013, berdasarkan pertimbangan 
dimaksud perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2013. 
  

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Lhokseumawe, Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, Undan-Undang Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undan-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 

109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 



 
 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Informasi Keuangan Daerah, Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2005 tentang Pedomam Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomam 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan, Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 20056 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala pemerintah,  
Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Hibah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 
55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi 

Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedomam Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Hibah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari APBD, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 
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